
BUPATI BADUNG 

PROVINSI BALI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

NOMOR 6 TAHUN  2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan

pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2014 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan  

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2013 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun              

Anggaran 2014; 

 

 Mengingat :  1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 
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7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab  Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844 ); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ; 
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14. Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 ) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan  dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2013; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung 

Nomor 7) ; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun             

Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 19);  
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG 

dan 

BUPATI BADUNG 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 19  TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 

Pasal  1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 3.269.667.129.515,10 

bertambah sejumlah Rp. 344.339.421.987,94 sehingga menjadi Rp. 3.614.006.551.503,04  dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 2.804.744.831.184,29 

b. Bertambah Rp.    350.992.309.723,22 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 3.155.737.140.907,51 
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2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 3.269.667.129.515,10 

b. Bertambah Rp.     344.339.421.987,94 

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 3.614.006.551.503,04 

Defisit setelah perubahan Rp.  (458.269.410.595,53) 

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp.   464.922.298.331,21 

2) Bertambah Rp.  423.279.687.198,03 

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.  888.201.985.529,24 

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. - 

2) Bertambah Rp.   154.000.000.000,00 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 154.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.  734.201.985.529,24 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.   275.932.574.933,71 
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  Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

 a. Pendapatan Asli Daerah   

1) Semula Rp.   2.197.959.212.419,29 

2) Bertambah Rp.      277.845.691.600,89 

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.   2.475.804.904.020,18 

 

 b. Dana Perimbangan    

1) Semula Rp.   356.523.052.695,00 

2) Bertambah / (berkurang) Rp.        28.309.250.280,00 

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp.      384.832.302.975,00 

 

 c. Lain-lain Pendapatan yang Sah   

1) Semula Rp.   250.262.566.070,00 

2) Bertambah / (berkurang) Rp.        44.837.367.842,33                     

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp.       295.099.933.912,33 

 

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 

 a. Pajak Daerah   

 1) Semula Rp. 1.986.068.718.872,00 

2) Bertambah Rp.         195.789.742.871,00                    

Jumlah pajak  daerah  setelah perubahan Rp.    2.181.858.461.743,00 
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b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp.   75.687.000.456,00 

2) Bertambah Rp.   4.337.689.000,00

Jumlah retribusi daerah  setelah perubahan Rp.     80.024.689.456,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp.     77.554.931.061,29 

2) Bertambah Rp.   47.753.162.729,89

Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

setelah perubahan Rp. 125.308.093.791,18 

 d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp.  58.648.562.030,00 

2) Bertambah Rp.  29.965.097.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 88.613.659.030,00 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp.   31.156.197.695,00 

2) Bertambah / (berkurang) Rp.    28.309.250.280,00    

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp.          59.465.447.975,00 
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b.  Dana Alokasi Umum  

1) Semula Rp.     324.815.695.000,00 

2) Bertambah / (berkurang) Rp.                       00,00                      

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp.          324.815.695.000,00 

 

c.  Dana Alokasi Khusus 

1) Semula Rp.           551.160.000,00 

2) Bertambah / (berkurang) Rp.                            00,00                      

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp.          551.160.000,00 

 

 

 (4) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

 

a.   Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi   

  dan Pemerintah Daerah Lainnya           

1) Semula Rp.       112.889.003.070,00 

2) Bertambah / (berkurang) Rp.            26.796.023.842,33                         

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi  

Dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp.    139.685.026.912,33 
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b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp.  113.491.184.000,00 

2) Bertambah / (berkurang) Rp.   18.041.344.000,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp.    131.532.528.000,00 

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp.         571.000.000,00 

2) Bertambah / (berkurang) Rp.       0,00

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau 

Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp.      571.000.000,00 

d. Dana Insentif Daerah

1) Semula Rp.       23.311.379.000,00 

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 00,00

Jumlah dana insentif daerah  setelah perubahan Rp.      23.311.379.000,00 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.632.668.190.964,10 

2) Bertambah Rp.      171.533.221.638,94

Jumlah belanja tidak langsung  setelah perubahan Rp.1.804.201.412.603,04 



 12 

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp.  1.636.998.938.551,00 

2) Bertambah Rp.  172.806.200.349,00

Jumlah belanja langsung  setelah perubahan Rp. 1.809.805.138.900,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp.    1.048.987.236.037,84 

2) Bertambah / (berkurang) Rp.   44.386.830.110,43

Jumlah belanja pegawai  setelah perubahan Rp.    1.093.374.066.148,27 

b. Belanja Subsidi

1) Semula Rp.       3.870.000.000,00 

2) Bertambah Rp. 00,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp.          3.870.000.000,00 

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp.       76.624.649.150,00 

2) Bertambah Rp.   23.617.400.186,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp.     100.242.049.336,00 
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d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp.       34.150.000.000,00 

2) Bertambah Rp.  1.488.500.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial  setelah perubahan Rp.        35.638.500.000,00 

e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten Kota dan

Pemerintahan Desa

1) Semula Rp.       241.519.388.902,30 

2) Bertambah Rp.      42.766.762.602,85

Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/ 

Kabupaten kota dan pemerintah desa  setelah perubahan Rp.      284.286.151.505,15 

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/

Kabupaten Kota dan Pemerintahan desa

1) Semula Rp.       224.516.916.873,96 

2) Bertambah Rp.  59.273.728.739,67

Jumlah bantuan keuangan  kepada provinsi/ 

Kabupaten kota dan pemerintah desa   setelah perubahan Rp.      283.790.645.613,63 

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00 

2) Bertambah Rp.  0,00

Jumlah belanja tidak terduga  setelah perubahan Rp.         3.000.000.000,00 
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(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b terdiri dari jenis Belanja : 

a.  Belanja Pegawai  

1) Semula Rp.           67.333.155.149,00  

2) Bertambah  Rp.                289.421.400,00                                      

Jumlah belanja pegawai  setelah perubahan Rp.         67.622.576.549,00 

 

b.  Belanja Barang dan Jasa  

1) Semula Rp.         571.809.033.990,00  

2) Bertambah  Rp.           78.790.431.037,00                                     

Jumlah belanja barang dan jasa  setelah perubahan Rp.         650.599.465.027,00 

 

c.  Belanja Modal   

1) Semula Rp.         997.856.749.412,00  

2) Bertambah/Berkurang  Rp.           93.726.347.912,00                                                            

Jumlah belanja modal  setelah perubahan Rp.      1.091.583.097.324,00 

   Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

 a.  Penerimaan  

1) Semula Rp.         464.922.298.331,21  

2) Bertambah  Rp. 423.279.687.198,03                                      

Jumlah penerimaan  setelah perubahan Rp.       888.201.985.529,24 
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b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 00,00 

2) Bertambah Rp. 154.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran  setelah perubahan Rp.       154.000.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 

SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah 

1) Semula Rp.         464.922.298.331,21 

2) Bertambah Rp. 423.279.687.198,03

Jumlah pengeluaran  setelah perubahan Rp.       888.201.985.529,24 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan : 

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

Semula Rp. 00,00 

Bertambah / (berkurang) Rp.   154.000.000.000,00

Jumlah belanja bunga  setelah perubahan Rp.    154.000.000.000,00 
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Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD. 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan  APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi SKPD. 

3. Lampiran III Rincian Perubahan  APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja 

dan Pembiayaan. 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan 

Kegiatan. 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. 

6. Lampiran VI          Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan. 

7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun 

Anggaran ini  

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran ini. 

9. Lampiran IX          Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 
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Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 

sebagai landasan operasional pelaksanaan. 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Badung. 
Ditetapkan  di  Mangupura 

pada tanggal  24 Juli  2014 

BUPATI BADUNG, 

ttd. 

ANAK AGUNG GDE AGUNG 

Diundangkan di Mangupura 

pada tanggal  24 Juli  2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, 

       ttd. 

KOMPYANG  R.  SWANDIKA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 NOMOR 6 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KEBUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI : (8 / 2014) 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, 

ttd. 

Komang Budhi  Argawa,SH.,M.Si. 

Pembina 

NIP. 19710901 199803 1 009 


